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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur 

mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Rumusan pengertian 

perusahaan terdapat dalam Pasal 1 huruf (b)  Undang-Undang No. 3 Tahun 

1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan didefinisikan 

sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat 

tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, 

dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh 

keuntungan dan atau laba. 

Ruang lingkup dari Hukum Perusahaan ada pada lapangan Hukum 

Perdata (khususnya Hukum Dagang) dan sebagian ada pada Hukum 

Administrasi Negara yang tercermin  pada peraturan Perundang-undangan di 

luar KUHPerdata dan   KUHDagang. Namun apabila dilihat dari obyek usaha 

dan tata perniagaannya, termasuk di dalam lapangan Hukum  Perdata 

khususnya di bidang hukum harta kekayaan yang mana di dalamnya terletak 

hukum dagang. Sedangkan apabila dilihat dari kegiatan usahanya yang 

bergerak dalam kegiatan ekonomi pada umumnya, maka hukum perusahaan 

ini termasuk pula dalam cakupan hukum ekonomi.
1
 

                                                           
1
R.T. Sutantya, R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1995, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, 

Jakarta: Rajawali Pers, Hal.8. 



2 

 

Sumber hukum utama hukum perusahaan adalah Kitab Undang-

undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan lex specialis dari 

KUHPerdata. KUHDagang ini merupakan warisan dari Hindia Belanda berupa 

Wetboek Van Koophandel (Wvk), yang berdasarkan asas konkordansi (asas 

keselarasan) masih terus berlaku sampai ada peraturan Perundang-undangan 

Republik Indonesia yang menggantikannya.
2
 

Persekutuan komanditer merupakan salah satu bentuk dari perusahaan. 

Persekutuan Komanditer atau biasa disebut dengan CV (Commanditaire 

Vennootschap) adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan 

yang di bentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara 

tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab 

solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang 

(Geldschieter) pada pihak yang lain.
3
 

Persekutuan Komanditer diatur dalam Pasal 19 KUHDagang. 

Berdasarkan Pasal 19 KUHDagang, persekutuan komanditer adalah 

“Persekutuan secara melepas uang yang juga dinamakan persekutuan 

komanditer, didirikan antara satu orang beberapa orang sekutu yang secara 

tanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih 

sebagai pelepas uang pada pihak lain”. 
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Selanjutnya, dalam persekutuan komanditer terdapat 2 (dua) macam 

sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer yang masing-

masing berbeda fungsi, tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai berikut :
4
 

1. Sekutu komplementer  

Sekutu komplementer adalah sekutu aktif disebut juga sekutu pengurus 

atau sekutu pemelihara, sekutu ini aktif menjalankan perusahaan dan 

berhubungan hukum serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, 

sehingga tanggung jawab sekutu kerja ini adalah tanggung jawab secara 

pribadi untuk keseluruhan. Apabila sekutu kerja ini lebih dari seorang, 

harus ditegaskan di dalam anggaran dasarnya apakah di antara mereka ada 

yang dilarang untuk bertindak keluar mengadakan hubungan 

hukum/transaksi dengan pihak ketiga (Pasal 17 KUHDagang). 

2. Sekutu Komanditer 

Sekutu komplementer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, benda 

ataupun tenaga kepada persekutuan, seperti apa yang telah 

disanggupkannya dan untuk itu berhak menerima keuntungan dari 

persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada 

sejumlah modal yang telah disanggupkan untuk disetor, dan sekutu ini 

tidak boleh ikut campur di dalam pengurusan atau mencampuri tugas 

sekutu kerja (Pasal 20 KUHDagang). 
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Sekutu komanditer berhak mengawasi jalannya perusahaan dan untuk 

melaksanakan sesuatu sekutu komplementer harus mendapat persetujuan dari 

sekutu komanditer. Apabila larangan untuk mencampuri tugas sekutu 

komplementer dilanggar, maka akibatnya tanggung jawab sekutu komanditer 

diperluas oleh Pasal 21 KUHDagang, sama halnya dengan tanggung jawab 

sekutu kerja (komplementer), yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk 

keseluruhan (Pasal 18 KUHDagang). 

Dasar hubungan hukum di antara sekutu CV pada dasarnya adalah 

hubungan kerja sama untuk mencari dan membagi keuntungan. Hal ini 

ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) yang menetapkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian 

antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu 

dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang 

diperoleh karenanya. Sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatannya 

dalam bidang ekonomi, CV juga dapat mengalami kepailitan. Kepailitan 

dalam CV dapat terjadi oleh beberapa sebab, misalnya CV yang mempunyai 

banyak utang sehingga jatuh pailit, dan harta benda CV tidak mencukupi 

untuk pelunasan utang-utangnya. Dalam hal CV mengalami kepailitan, 

terdapat pertanggungjawaban dari para sekutu, baik dari sekutu komplementer 

maupun sekutu komanditer. 

Kepailitan persekutuan komanditer berarti kepailitan dari sekutunya, 

bukan dari persekutuannya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab 

sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan komanditernya. Dalam 
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hal persekutuan komanditer mengalami kepailitan, yang bertanggung jawab 

secara hukum adalah sekutu komplementer, karena sekutu komplementer 

merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya 

persekutuan. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada 

sejumlah modal yang disetorkan saja. 

Undang-Undang Kepailitan (UUK) mendefinisikan kepailitan sebagai 

suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan 

pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas 

sebagaimana diatur dalam undang-undang. Undang-undang tidak 

mendefinisikan secara spesifik melainkan secara umum, sehingga tidak 

menggambarkan esensi makna kepailitan itu melainkan justru hanya menyebut 

akibat hukum kepailitan, yaitu terjadinya sita umum atas kekayaan debitur 

pailit.
5
 

Kepailitan secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan 

karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga 

menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering 

diidentikan sebagai pengemplangan utang atau penggelapan terhadap hak-hak 

yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur.
6
  Kepailitan merupakan suatu 

jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang-piutang 

yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak 

mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada 

para krediturnya. Bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban 
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yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk 

mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (voluntary 

petition for self-bankruptcy) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau 

penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila 

kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu 

lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih 

(involuntary petition for bankruptcy).
7
 

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui Kesesuaian putusan 

hakim dalam perusahaan perseorangan pada CV.CITRA JAYA terhadap 

Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan pertimbangan 

hakim dalam menentukan putusan dalam perusahaan perseorangan mengalami 

pailit maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan 

Yuridis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Pada CV. Citra Jaya 

(Studi Kasus Putusan No. 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah dalam suatu 

penelitian karya ilmiah agar lebih mendalam, terarah dan tepat mengenai 

sasaran karena itu untuk memudahkan pencapaian tujuan dan pembahasannya, 

maka dalam penyusunan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesesuaian putusan hakim ditinjau dari Undang-Undang No.37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan? 
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2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan Terhadap 

Permohonan Pailit Pada CV.Citra Jaya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak 

dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim ditinjau dari Undang-

Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan 

terhadap Permohonan Pailit Pada CV. Citra Jaya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akanarti 

pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek, khususnya dalam hukum 

perdata. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini supaya dapat digunakan sebagai bahan masukan 

untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat, mengenai 

masalah yang sedang dihadapi oleh suatu perusahaan khususnya 

persekutuan komanditer terutama mengenai kepailitan. 
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3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan hukum khususnya hukum perdata mengenai kepailitan. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.
8
 Oleh 

karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menentukan terlebih 

dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang 

digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada 

penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang 

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan 

berperilaku manusia yang dianggap pantas.
9
 Penulis akan mencari dan 

menganalisis kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan semua aspek 
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hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan kepailitan. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud untuk 

menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan 

objek yang diteliti, yaitu mengenai kepailitan dalam Persekutuan 

Komanditer. 

3. Sumber Data 

Sumber hukum penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah data sekunder dan data primer.  

a. Data sekunder  

Data sekunder tersebut menggunakan bahan-bahan hukum 

sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer  

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan 

permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi 

bahan hukum primernya adalah: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

c) Keputusan No. 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg). 

d) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 

e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransurasian; 
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f) Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Nomor 3 Tahun 

1982; 

g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 

Perusahaan. 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti buku-buku hukum perusahaan, buku tentang 

Kepailitan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, 

atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian 

ini.  

3) Bahan Hukum Tersier  

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus hukum. 

b. Sumber Data Primer  

Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait 

langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini yang 

menjadi sumber data primer adalah Kantor Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Semarang. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini, metode pengumpulan data yang diperlukan oleh 

penulis berupa:  
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a. Studi Kepustakaan  

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, 

mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. 

b. Studi Lapangan  

Studi Lapangan diperoleh dengan melakukan penelitian secara 

langsung dengan cara sebagai berikut: 

1) Daftar Pertanyaan (Questionnaire) 

Daftar pertanyaan adalah suatu yang berisikan rangkaian 

pertanyaan tentang suatu hal atau suatu bidang.
10

 Daftar 

pertanyaan ini disusun guna mempermudah peneliti dalam 

melakukan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat 

lebih terarah, tersusun secara urut dan sistematis. 

2) Wawancara (Interview)  

Wawancara (interview) adalah cara memperoleh informasi 

dengan cara mengajukan pertanyaan dengan pihak responden yang 

dipandang memahami objek yang diteliti. Dalam hal ini yang 

menjadi responden atau narasumbernya adalah Hakim Pengadilan 

Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang. 

5. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data 

secara kualitatif dengan menganalisis data yang meliputi putusan 
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pengadilan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-

buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan kepailitan 

dalam perusahaan perorangan, yang kemudian akan dihubungkan dengan 

data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil 

wawancara dengan responden, kemudian dilakukan pengumpulan dan 

penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat 

yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis, 

Sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas 

pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika 

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, 

dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang Tinjauan Umum Hukum 

Perusahaan, Tinjauan Umum Persekutuan Komanditer, Tinjauan Umum 

Hukum Kepailitan. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Membahas mengenai 

kesesuaian Putusan Hakim ditinjau dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan, Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan 

Terhadap Permohonan Pailit Pada CV. Citra Jaya. 

Bab IV Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran. 


